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ABSTRAK

SOLEHUDDIN, Hukum Perburuhan , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
April 2013, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang
Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi Proyek Pembangunan CV. Karya Sgjati
Kabupaten Sampang)”’, Ummu Hilmy., MS; Ratih Dheviana Puru H.T.,SH.

Skripsi ini Penulis membahas salah satu masalah anak yang harus memperoleh
perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (child labor). Isu ini telah mengglobal
karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia
sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan
pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi,
pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat
perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk
tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada
Situasi yang paling tidak bisa ditolelir. Maka penulis membahas bagaimana
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang
konstrukss yang secara khusus ingin mengupas bagaimana pelaksanaan
perlindungan terhadap pekerja anak yang dilakukan oleh pengusaha konstruksi
sesual dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Terkait masalah persyaratan yang harus dipenuhi  pengusaha untuk
mempekerjakan pekerja anakdan bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk
dipekerjakan kepada pekerja anak. Dan hambatan serta upaya yang telah
dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang
bekerja di bidang konstruksi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa belum
ada perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi.
Pengusaha tidak memenuhi kewagjiban persyaratan yang telah diamanatkan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Serta pekerja
anak yang bekerja di bidang konstruk dapat dikategorikan dalam pekerjaan yang
terburuk bagi pekerja anak.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Children are the living messages we send to a time we will not see
(anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita
lihat)!, begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosdlin
menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus aset
terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak
merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu
bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan
anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan
datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa
sehingga mereka harus dipersigpkan dan diarahkan sgjak dini agar dapat
tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani,
maju, mandiri dan sgjahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan
dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya
pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan
hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap
hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak
lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga

perlu dilindungi oleh setigp orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali

! Lenny N. Rosalin, 2011, Kabupaten/K ota Layak Anak untuk Mewujudkan Indonesia Layak
Anak (online), http://www.kotalayakanak.org (23 Januari 2013)




juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang
ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan
kemampuan sebagal anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan
dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk
menci ptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang
dan berpartisipas secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari  kekerasan dan
diskriminasi.?

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka
selayaknya dimanfaatkan untuk belgjar, bermain, bergembira, berada
dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk
mencapal cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik,
intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak
dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi,
menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan
ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.®

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus,
adalah isu pekerja anak (child labor). Isu ini telah mengglobal karena

begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2

3 Syamsuddin, 1997, Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja, Departemen
Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, hal:1. Kutipan dari Tesis Eka Tjahjanto, Implementasi
Peraturan Perundang-undangan K etenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap
Eksploitasi Pekerja Anak,hal:xiii.



sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak
menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali
dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan
dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan
dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai
kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa
ditolelir (the intolerable form of child labor).*

Banyak dari anak-anak ini yang berisiko terperangkap dalam
bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Penghapusan pekerja anak
didasarkan pada prinsip bahwa anak sepatutnya berada di sekolah, bukan
di tempat kerja. Akan tetapi, statistik menunjukkan bahwa pemanfaatan
tenaga kerja anak ternyata berlangsung secara besar-besaran di banyak
negara di seluruh dunia. ILO memperkirakan bahwa di seluruh dunia, 218
juta anak terjerat dalam eksploitasi tenaga kerja anak pada tahun 2004.
Dari jumlah tersebut, untuk kelompok usia 5-11 tahun, anak laki-laki 49%
dan anak perempuan 51%; untuk kelompok usia 12-14 tahun, anak laki-
laki 55% dan anak perempuan 45% (ILO 2006). Di Indonesia, terdapat 0,4
juta anak perempuan dan 0,6 juta anak laki-laki dalam kelompok usia 10-

14 yang bekerja pada tahun 2007 °.

* Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan
Perspektif Konvensi Hakhak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal : 8. Kutipan dari Tesis Eka
Tjahjanto, Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya
Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak,hal:xiii.

® Survei Angkatan Kerja Nasional,BPS



Dalam Convention on the Right of the Child (CRC), yang telah
diratifikas oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor
36 tahun 1990, memuat empat prinsip umum tentang hak anak, yaitu :

1. Bahwaanak-anak dibekali dengan hak-hak tanpa kecuali;

2. Bahwaanak-anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang;

3. Bahwa kepentingan anak harus menadi pertimbangan utama dalam
semua keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak;

4. Bahwa anak-anak diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai peserta
aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hidupnya®.

Pekerja anak pada umumnya harus mendapatkan perlindungan
hukum sesua dengan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang
K etenagakerjaan agar hak-hak dari pekerja anak terpenuhi. Tetapi banyak
perusahaan yang mempekerjakan anak di bidang konstruksi yang tidak
memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam undang-undang yang
berlaku sehingga banyak resiko yang akan timbul dari pekerja anak yang
bekerja di bidang konstruksi.

Pekerjaan di bidang konstruksi sangat berpotenss mengancam
kesedlamatan dan kesehatan dalam bekerja, oleh karena itu pekerjaan
tersebut tidak diperbolehkan dikerjakan oleh anak-anak. Tindakan
mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk bagi anak dikategorikan

sebagai kejahatan, oleh karenaitu setiap pelanggar ketentuan tersebut akan

® Depdiknas, 2001, Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor
Informal, Jakarta. Kutipan dari Tesis Eka Tjahjanto, Implementasi Peraturan Perundang-undangan
K etenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak,hal:xv.



dikenai sanksi pidana. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap anak yang bekerjadi bidang konstruksi.

Pekerjaan di bidang konstruksi yang dilakukan oleh pekerja anak
tentunya akan berdampak pada perlindungan yang diberikan terhadapnya.
Praktek demikian telah terjadi pada proyek pembangunan CV. Karya
Segjati Kabupaten Sampang, di mana seorang pekerja anak bekerja dari
pagi hari sampai dengan sore hari maka perusahaan harus memenunhi
persyaratan diamanat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang K etenagakerjaan.

Dengan melihat kenyataan kondisi pekerja anak yang bekerja di
bidang konstruksi yang tidak memperoleh perlindungan hukum, yang
tidak sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan untuk itu penulis
tertarik  menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul
“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang
Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi Proyek Pembangunan CV. Karya

Sejati Kabupaten Sampang)”



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja
anak yang bekerja di proyek pembangunan CV. Karya Sejati
Kabupaten Sampang?

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dan langkah yang ditempuh
dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak
yang bekerja di proyek pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten
Sampang?

C. Tujuan Pen€litian
Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rumusan permasalahan yang
telah ditetapkan, antaralain :

1. Mengetahui dan menganalisa pelaksanaan peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hukum
terhadap pekerja anak di bidang konstruksi.

2. Mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dihadapi dan langkah
yang ditempuh dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
pekerja anak yang bekerja di proyek pembangunan CV. Karya

Sejati Kabupaten Sampang.



D. Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini,
antaralain:
1. Manfaat teoritis

a. Sebaga sarana untuk menambah dan mengembangkan wacana di
bidang ilmu hukum khususnya hukum perburuhan yang berkaitan
dengan masalah perlindungan pekerja anak.

b. Sebaga proses pembelgaran dalam memecahkan persoalan-
persoalan riil di masyarakat terutama yang berkaitan dengan
pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi.

2. Manfaat aplikatif

a. Bagi orang tua, hasil penditian ini diharapkan mampu menjadi
referens dan sumber informasi dalam memahami permasalahan
pekerja anak terutama yang bekerja di bidang konstruksi.

b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan hukum
terhadap pekerja anak di bidang konstruksi.

c. Bagi pekerja anak dan pengusaha, hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan gambaran prihal permasalahan pekerja anak,
khususnya mengenai pekerja anak di bidang konstruksi yang pada
dasarnya merugikan bagi pihak pekerja anak maupun pihak

pengusaha.



E. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang diuraikan

sebagal berikut:
BAB | : Pendahuluan

Dalam bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan
masal ah, tujuan penelitian, dan juga manfaat dari permasal ahan yang ada.
BAB I1 : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, penulis mengemukakan beberapa konsep yang
akan menjadi tolak ukur penulis melakukan penelitian, antara lain: konsep
dasar tentang anak dan pekerja anak, hak anak, Hubungan Kerja, Tinjauan
Umum Mengena Hubungan Industrial, Perlindungan Hukum bagi pekerja
anak.
BAB 11 : Metode Penelitian

Dalam bab ini, penulis menggunakan metode penelitian yang
terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi pendlitian, jenis dan
sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik
analisis data, definisi operasional.
BAB IV :Pembahasan

Bab ini terdiri dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis,
sehingga hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam menjawab semua

permasal ahan yang diangkat oleh penulis.



BAB IV :Penutup
Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari
pembahasan permasalahan yang ada. Selain itu juga memberikan saran

maupun rekomendasi yang berkenan dengan kesimpulan yang ada.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah generas yang akan menjadi penerus bangsa
sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sgjak dini agar
dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan
rohani, mau, mandiri dan sgahtera menjadi sumber daya yang
berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Terhadap
anak itu sendiri terdapat berbagai pengertian dan pemahaman tentang
anak, yang mana masing-masing dapat dilihat dari berbagai sudut
pandang tertentu antaralain:
1) Pengertian menurut hukum

a Daam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 1 dinyatakan anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak
yang masih dalam kandungan.

b. Dalam Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak menyatakan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah
individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

c. Dalam Konvens ILO No 182 Tentang Pelarangan dan tindakan

segera untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk
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untuk anak mrenyatakan bahwa yang dikatan sebagai anak
adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun (pasal 2
konvens: ILO no.182 tentang penghapusan bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak.
d. Daam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang
K etenagakerjaan yaitu Anak adalah setiap orang yang berumur
di bawah 18 (delapan belas) tahun.
e. Konvens Hak Anak menyatakan bahwa yang dikatan sebagai
anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun,
kecuali berdasakan yang berlaku bagi anak tersebut yang
ditentukan bahwa usia dicapai lebih awal (pasal 1 konvens hak
anak).
b. Hak Anak

Daam Keppres No. 36 tahun 1990 tentang hak-hak anak
dinyatakan, anak-anak seperti juga halnya orang dewasa memiliki hak
dasar sebagai manusia. Adapun hak-hak pokok anak antaralain :

1. Hak untuk hidup layak : Setiap anak memiliki hak untuk
kehidupan dan penghidupan yang layak dan terpenuhnya
kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat
tinggal dan perawatan kesehatan.

2. Hak untuk berkembang : Setiap anak berhak untuk berkembang
secara wajar tanpa halangan, mereka berhak mendapatkan

pendidikan, bermain, bebas mengeluarkan pendapat, memilih
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agama, mempertahankan keyakinan dan semua hak ini

memungkinkan mereka berkembang secara maksima sesuai

dengan potensinya.

. Hak untuk dilindungi : Setigp anak berhak untuk dilindungi

dari segalatindakan kekerasan.

. Hak untuk berperan serta : Setiap anak berhak berperan aktif

dalam masyarakat dan negaranya termasuk kebebasan untuk

berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain

dan menjadi anggota perkumpulan.

. Hak untuk memperoleh pendidikan : Setigp anak berhak

menerima pendidikan tingkat dasar, pendidikan tingkat lanjutan

harus dianjurkan dan dimotivasi agar dapat diikuti oleh

sebanyak mungkin anak.

. Hak-hak ekonomi sosial dan budaya antaralain :

a. Hak-hak atas menikmati standart kesehatan yang paling
tinggi

b. Hak atasjaminan sosial

c. Hak atas suatu standart kehidupan yang memadai

d. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang

e. Hak untuk mendapatkan perawatan khusus dan harus
menerima, menikmati kehidupan yang utuh dan layak

dalam keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan
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kepercayaan diri dan memberikan partisipasi aktif anak
dalam masyarakat.
Disamping hak-hak tersebut terhadap anak terdapat 3 (tiga)
prinsip yang harus diperhatikan keseimbangannya yaitu :
1. Prinsip kepentingan terbaik
Adalah merupakan prinsip yang mengutamakan anak-anak berhak
mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, penyalahgunaan dari
hal-hal yang mempengaruhi mereka, diperhatikan atas dasar
kepentingan-kepentingan terbaik anak yang menjadi pertimbangan
utamanya.
2. Prinsip Partisipasi
Adalah merupakan prinsip yang mengutamakan anak-anak harus
diberi kesempatan untuk didengar dan diperhitungkan dalam
semua masalah yang mempengaruhi anak tersebut yang mana
pendapat anak tersebut diberi bobot yang sesuai dengan umur
kematangan si anak.
3. Prinsip bimbingan orang tua
Adalah merupakan prinsip yang mengutamakan anak-anak berhak
untuk mendapatkan bimbingan dari orang tuanya atau wali
hukumnya dalam pelaksanaan hak-haknya dalam suatu cara yang
sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang dan orang tua

bertanggung jawab terhadap kedewasaan perkembangan si anak.
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c. Pekerja Anak,

Pekerja anak adalah bagian dari anak. Pekerja anak adalah setiap
orang yang berumur di bawah delapan belas tahun yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalam dalam bentuk lain (Pasal 1 angka
3 juncto pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003).
Meskipun hsnys tersirat, yang dimaksudkan pekerja anak adalah
pekerja anak dalam suatu hubungan kerja, Sebagai perbandingan,
berdasarkan The Labour Act, Tahun 1992, di Nepal hanya anak yang
berusia di atas 14 tahun sga yang diperkenankan. Anak-anak yang
melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja bukan merupakan objek
peneliti ini.’

Di dalam buku ini pekerja anak dimakna sebagal setiap orang
yang berumur di bawah delapan belas tahun yang bekerja di dalam
hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk
lain.®
Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja
a. Pengertian Hubungan Kerja

Terdapat beberapa definisi yang disampaikan para ahli
terkait hubungan kerja, salah satunya datang dari Iman Soepomo
yang menyebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara
buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh

dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk

7 Abdul Rachmad Budiono, Hukum Pekerja Anak, Universitas Negeri Malang (UM PRESS),
Malang, 2008, hal 36.

® Ibid.
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bekerja pada majikan dengan menerima upah, dan dimana majikan
menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan
membayar upah.® Asri Wijayanti menyebutkan bahwa hubungan
kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal
dua subyek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subyek hukum yang
melakukan hubungan kerja adalah pengusaha/pemberi kerja
dengan pekerja/lburuh. Hubungan kerja adalah inti dari hubungan
industrial.*

Pengertian normatif hubungan kerja terdapat dalam pasal 1
angka 15 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang
berbunyi ““hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dari pengertian
tersebut dapat diketahui bahwa hubungan kerja terdiri dari tiga
unsur yaitu pekerjaan, upah dan perintah. Tiga unsur tersebut
bersifat kumulatif yang artinya ketiadaan salah satu unsur

menyebabkan tidak ada hubungan kerja™*.
b. Perjanjian Kerja sebagai Dasar Hubungan Kerja

Pasal 50 UU No0.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

menegaskan bahwa “Hubungan kerja terjadi karena adanya

°® Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori, Ghalia
Indonesia, Bogor, 2010, hal 43.

19 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal
36.

1 Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, PT. Indeks, Jakarta, 2009, hal 22.
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perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”.
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian
kerja adalah dasar terciptanya hubungan kerja. Pengertian normatif
perjanjian kerja terdapat pada pasal 1 angka 14 UU No.13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu “perjanjian antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”. Selain itu juga
terdapat pengertian menurut Aloysius Uwiyono yang menyebutkan
bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara buruh
(pekerja) dengan pengusaha, dimana buruh mengikatkan diri untuk
bekerja pada pengusaha, di lain pihak pengusaha mengikatkan diri

untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.*?

Perjanjian kerja merupakan bagian dari perjanjian pada
umumnya. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan mengenai syarat
sah perjanjian pada umumnya yaitu kesepakatan kedua belah
pihak, kecakapan melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu,
dan kausa yang halal. Syarat tersebut juga berlaku bagi perjanjian
kerja yang lebih spesifik terdapat pada pasal 52 ayat (1) UU No.13

Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan, antaralain:
a. Kesegpakatan kedua belah pihak;

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

2 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori, Ghalia
Indonesia, Bogor, 2010, hal 45.
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c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d.Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan

yang berlaku.

Sebagaimana syarat sah perjanjian pada umumnya, syarat
perjanjian kerja terdiri dari dua jenis. Syarat pada a dan b disebut
sebagal syarat subyektif yang apabila tidak dipenuhi, maka
perjanjian dapat dibatakan, artinya pihak yang dirugikan dapat
meminta pembatalan perjanjian kepada pihak yang berwenang
(vernietigbaar). Sedangkan syarat pada huruf ¢ dan d disebut
sebagal syarat obyektif yang apabila tidak dipenuhi, maka
perjanjian tersebut batal demi hukum artinya tidak sah sama sekali

dan oleh hukum dianggap tidak pernah ada (nietigbaar).

UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
memungkinkan perjanjian kerja dibuat dalam bentuk lisan maupun
tertulis. Perjanjian dalam bentuk tertulis harus mengikuti syarat-
syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 54 ayat (1)
UU No.13 Tahun 2003 mensyaratkan hal-hal yang harus dimuat

dalam perjanjian kerjatertulis, antaralain :

a. nhama, damat perusahaan dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umum dan alamat pekerja/buruh;

c. jabatan atau jenis pekerjaan;
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d. tempat pekerjaan;

e. besarnya upah dan cara pembayarannya;

f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewagjiban pengusaha
dan pekerja/buruh;

g. mula dan jangkawaktu berlakunya perjanjian kerja;

h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan

I. tandatangan parapihak dalam perjanjian kerja

UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga
memungkinkan perjanjian kerja dibuat untuk waktu tidak tertentu
(PKWTT) maupun untuk waktu tertentu (PKWT). Maksud dari
waktu tertentu yaitu didasarkan jangka waktu atau selesainya suatu
pekerjaan tertentu. PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan,
sedangkan PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan.
Selan itu PKWT juga harus dibuat secara tertulis dan
menggunakan bahasa Indonesia, apabila tidak akibatnya perjanjian
kerja tersebut demi hukum menjadi PKWTT. PKWT tidak dapat
diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. PKWT hanya dapat
dilakukan untuk pekerjaan yang menurut sifat dan jenis atau

kegiatan pekerjaannya selesai pada waktu tertentu, antaralain :

a. Pekerjaan yang sekali selesal atau yang sementara sifatnya;
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu
yang tidak terlalu lamadan paling lama 3 (tiga) tahun;

c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
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d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau

penjg akan.

PKWT dapat dibuat untuk jangka waktu paling lama dua
tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali dengan jangka waktu
paling lama satu tahun, dengan kata lain PKWT dapat berlaku
selama tiga tahun. PKWT harus mencantumkan batasan pekerjaan
tersebut dapat dinyatakan selesal, apabila pekerjaan dalam
perjanjian kerja tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari yang
diperjanjikan, maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum
pada saat selesainya pekerjaan. Apabila pekerjaan yang
diperjanjikan tidak dapat selesai karena kondis tertentu, maka
PKWT dapat diperbaharui dengan jangka waktu paling lama dua

tahun dan dilakukan setelah 30 hari sgjak berakhirnya PKWT.

Pada umumnya perjanjian kerja berakhir akibat beberapa
alasan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 61 ayat (1) UU No.13

Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan, antaralain :

a. pekerjameninggal dunia;

b. berakhirnya jangkawaktu perjanjian kerja;

c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industria yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
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d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja

bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Selain perjanjian kerja, terciptanya hubungan kerja juga
dipengaruhi oleh unsur-unsur lain seperti peraturan perundang-
undangan dan peraturan kerja bersama (PKB) atau peraturan
perusahaan (PP). Hubungan kerja dan hubungan industrial diatur
oleh kaidah hukum otonom dan hetronom, PKB dan PP termasuk
dalam kaidah hukum otonom. Hal tersebut merupakan konsekuensi
dari ruang lingkup hukum ketenagakerjaan yang didalamnya

terdapat aspek hukum privat dan publik.*®

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum
Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh
1. Pengertian Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon berkaitan
dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa belanda berbunyi,
”rechstbercheming van de burges tegen de overhead”, dan dalam
kepustakaan bahasa Inggris, “legal protection of the individual in relation to

acts of administrative authorithy”.** Sehingga perlindungan hukum selalu

3 |bid, hal 47.

¥ Philipus M Hadjon, Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia (Sebuah Studi tentang
Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan
Pembentukan Peradilan Adminstrasi, Peradaban, Surabaya, 2007, hal. 1. Kutipan dari Skripsi
M.Nico Diemoz P.D.M, Pelaksnaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
yang Berasal dari Jawa Timur Dalam Otonomi Daerah,hal .13.
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berhubungan erat dengan adanya kekuasaan pemerintah dan permasalahan
perlindungan hukum bagi yang rakyat (yang diperintah).

Perlindungan hukum juga selalu berkaitan dengan bagaimana hukum
tersebut dapat melindungi rakyat dari berbagai kepentingan. Sehingga
perlindungan hukum tersebut harus memiliki konsep atau bentuk yang jelas
dalam upaya melindungi rakyat tersebut. Terdapat 2 (dua) macam bentuk
perlindungan hukum yaitu :**

a. Perlindungan Hukum yang Preventif

Pada perlindungan hukum yang preventif, rakyat diberikan kesempatan
untuk mengaj ukan keberatan (Inspraak) atau pendapatnya sebelum keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sehingga dengan adanya
pelindungan hukum preventif pemerintah di dorong untuk berhati-hati dalam
pengambilan keputusan yang di dasarkan pada diskresi. Terdapat sebuah
penelitian dari Council of Europe yang penelitiannya di titik beratkan pada
sarana perlindungan hukum preventif misalnya ““the right to be heard and
access to information” yang maksudnya adalah pertama, individu yang
terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan
kepentingannya. kedua, cara demikian menunjang sesuatu pemerintahan yang
baik (good administration) dan dapat ditumbuhkan rasa saling percaya antara
yang memerintah (pemerintah) dengan yang di perintah (rakyat). Dengan
kata lain ““the right to be heard and access to information” memiliki tujuan

ganda yaitu menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik.

> Hadjon, Op. Cit., hal 2-11. Kutipan dari Skripsi M.Nico Diemoz P.D.M, Pelaksnaan Sistem
Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri yang Berasal dari Jawa Timur Dalam
Otonomi Daerah,hal.14.
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b. Perlindungan Hukum yang Repsresif
Pelindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang

dilakukan oleh lembaga peradilan. Perlindungan hukum represif bertujuan

untuk menyelesaikan sengketa. Menurut Rochmat Soemitro sebagaimana di

kutip oleh Philipus M Hadjon, di Indonesia terdapat 3 (tiga) badan yang

secara partiil menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu :

1) Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (di singkat Peradilan
Umum).

2) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

3) Badan-badan khusus seperti Kantor Urusan Perumahan, Peradilan
Kepegawaian, Badan Sensor Film, dan lain-lain.

2. Prinsip Perlindungan Hukum

Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa manusia

adalah makhluk sosial (zoon politicon), oleh karenanya manusia
saling bergantung satu sama lain. Ketergantungan itu menciptakan
hubungan yang didasari oleh berbagai kepentingan. Ada kalanya
kepentingan itu saling berbenturan dan menimbulkan kebutuhan
akan hadirnya hukum. Dalam masyarakat pasti ada hukum
begitulah arti adagium ubi societas ibi ius™, hukum muncul untuk
melindungi berbagali kepentingan dalam masyarakat yang tentu

sga didasarkan pada hak dan kewajiban.

¢ sudikno mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, liberty, yogyakarta, 1999, hal
14.
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3. Perlindungan Hukum Pekerja Anak

Perlindungan hukum untuk pekerja anak dapat berwujud
peletakan hak-hak pekerja anak dalam suatu hubungan kerja
Perlindungan hukum untuk pekerja anak dapat diberikan dalam
berbagai cara yang sistematis, yang didalamnya selalu harus ada
unsur edukass dan  advokasinya, terutama terhadap
ketidakmampuan atau ketidakpahaman pekerja anak dalam
mengemban hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Cara yang
sistematis ini merupakan serangkaian program yang di dalamnya
terdapat unsur |atihan, pendidikan, dan bimbingan®”.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak merumuskan perlindungan anak sebagai segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal
sesual dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*®,

Perlindungan hukum bagi pekerja/lburuh sangat diperlukan,
mengingat kedudukan buruh yang cenderung tidak memiliki posis
tawar (Bargaining Position). Kedudukan tersebut menciptakan
hubungan disparitas antara pekerjalburuh dengan pengusaha.™

Pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dan pengusaha cenderung

7 Abdul Rachmad Budiono, Hukum Pekerja Anak, Universitas Negeri Malang (UM PRESS),
Malang, 2008, hal 32.

® Ibid, hal 35.

¥ Tri Widodo W. Utomo, Hak Asasi Manusia, Lembaga Administrasi Negara Perwakilan
Jawa Barat, 1998, ha 4.
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lebih kuat dan dominan sebagai pemilik modal (Capital). Terlebih
dalam era globalisasi dimana batas-batas antar negara hampir tidak
memiliki pengaruh dan semakin mengarah pada satu sistem.
Sistem liberal-kapitalis cenderung menginginkan agar semua
diserahkan pada mekanisme pasar tanpa campur tangan Pemerintah
sedikitpun. Hal inilah yang kemudian menjadikan pekerja/buruh
hanya sebagai faktor produks bukan sebagai subyek hukum yang
berhak atas perlindungan hukum.

Sebagaimana disebut dalam Teori Nilai Kerja yang dicetuskan
oleh Karl Marx, bahwa laba kapitalis didasarkan pada eksploitas
buruh® Selanjutnya menurut Karl Marx,“Para  Kkapitalis
menjalankan tipuan yang agak sederhana dengan membayar
pekerjanya lebih rendah daripada yang seharusnya mereka terima,
karena mereka menerima upah yang lebih rendah daripada yang
seharusnya mereka terima, karena mereka menerima upah yang
lebih rendah daripada nilai yang benar-benar mereka hasilkan
dalam satu periode kerja. Nilai-surplus, yang diperoleh dan
diinventarisasikan kembali oleh kapitalis, adalah basis bagi seluruh
sistem kapitalis”.?

Pekerjalburuh nerupakan subyek hukum yang memiliki hak

dan kewagjiban, termasuk dalam hal ini adalah hak atas

% George Ritzer dan Douglas J. Goodman, tanpa tahun, Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi
Klasik Sampai Perkembaangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, Penerjemah: Nurhadi, Cetakan
Kedua, Penerbit Kreasi Kencana, Y ogyakarta, 2009, hal 23.

%! Bagjir Sharief Qorashi, tanpa tahun, Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam,
Penerjemah: Ali Y ahya, Penerbit Al-Huda, 2007, hal 71.
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perlindungan. Tujuan dari perlindungan terhadap pekerja/buruh

sebagaimana disebutkan dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan yaitu untuk menjamin  hak-hak dasar

pekerjalburuh dan menjamin kesamaan kesempatan, serta

perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan
kesgahteraan pekerjalburuh dan keluarganya dengan tetap
memperhatikan  perkembangan  kemajuan  dunia  usaha®.

Perlindungan hukum bagi  pekerja/lburuh dalam  bidang

ketenagakerjaan disebut juga dengan perlindungan kerja yang

menurut Iman Soepomo sebagaimana di kutip oleh Agusmidah,
terbagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.

1) Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang
berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada
pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan
sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal
pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar
kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.

2) Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan
dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan
pekerja itu mengenyam dan mengembangkan prikehidupannya

sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota

2 Bagian Menimbang huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
tentang K etenagakerjaan.
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masyarakat dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut
kesehatan kerja.

3) Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang
berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari
bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-
pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah
atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut
dengan keselamatan kerja®
Ada dua wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak di

dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pembatasan

dan pelarangan. Pembatasan merupakan persyaratan yang
dibebankan kepada pengusaha atau pihak-pihak tertentu jika ada
pekerja anak, sedangkan pelarangan merupakan merupakan
merupakan peniadaan hal-hal tertentu jika ada pekerja anak?*.
Dalam pembatasannya pengusaha dapat mempekerjakan anak
asalkan memenuhi pasal 69 dan 74 Undang-undang 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: Ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang

berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas)
tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak

mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosidl;

2 Agusmidah, Op Cit, hal 61.
2t Abdul Rachmad Budiono, Hukum Pekerja Anak, Universitas Negeri Malang (UM PRESS),
Malang, 2009, hal 73,
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Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi
persyaratan:
1) lzintertulisdari orang tua atau wali;
2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
3) Waktu kerjamaksimum 3 (tiga) jam;
4) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu
sekolah;
5) Keselamatan dan kesehatan kerja;
6) Adanyahubungan kerjayang jelas; dan
7) Menerimaupah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
K etentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f dan g
dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya;
Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada
pekerjaan-pekerjaan yang berburuk; Pekerjaan-pekerjaan yang
terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
1) Segalapekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
2) Segaa pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau
menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi,
pertunjukan porno, atau perjudian.
3) Segaa pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau

melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman
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keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
dan/atau
4) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan,
keselamatan atau moral anak;
Jenisjenis  pekerjaan  yang membahayakan  kesehatan,
keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
D. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Kosntruksi
1. Definisi Persusahaan Konstruksi
Perusahaan konstruksi adalah perusahaan yang bergerak dibidang
pembangunan dimana pekerjaan mereka secara umum adalah
membangun, membuat, memperbaiki, atau memugar suatu bangunan
atau barang yang tidak bergerak lainnya, baik untuk kepentingan
sendiri ataupun kepentingan pihak lain,dengan atau tanpa perjanjian
tertulis. Pekerjaan konstruksi ini atas kepentingansendiri atau suruhan
pihak lain dengan perjanjian tertulis, atau bisa disebut dengan Kontrak
Konstruksi.®
Kontrak konstruksi berisikan tentang perjanjian antara pemberi
kerja dengan kontraktor. Di dalam kontrak konstruksi terdapat semua
aturan-aturan atau perjanjian-perjanjian yang menjadi pedoman sampai
kontrak kerja tersebut habis. Kontrak konstruksi meliputi, kontrak

pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset,

2 \www.iapi.or.id/member_area/PLK/Industri%20K onstruksi.pdf diakses 11 April 2013.
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dan kontrak untuk penghancuran atau restorasi sebuah lingkungan
maupun aset.?®

Pendapatan kontrak terdiri dari nilai pendapatan semula yang
disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak,
klaim, dan pembayaran intensif. Pendapatan kontrak diukur dengan
nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Pengukuran
pendapatan kontrak dipengaruhioleh beragam ketidakpastian yang
bergantung pada hasil dari peristiwa di masa depan.Estimasi sering
kali perlu direvisi sesuai dengan realisasi dan hilangnya ketidakpastian.
Maka dari itu, jumlah pendapatan kontrak dapat meningkat atau
menurun dari satu periode ke periode berikutnya. Peningkatan atau
penurunan dalam pendapatan kontrakdapat dipengaruhi oleh
penyimpangan dalam pengerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran
intensif.”’

Jumlah pendapatan kontrak dapat meningkat atau menurun dari
satu periode ke periode berikutnya. Misalnya, kontraktor dan klien
menyetujui penyimpangan atau klaim, menyetujui pembayaran intensif
karena adanyakenaikan biaya, denda karena

keterlambatan penyel esaian kontrak.?®

*|bid.
" bid.
% |bid.
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2. Perbedaan Perusahaan Konstruksi Dengan  Perusahaan

Lainnya.

Perusahaan konstruksi memiliki perbedaan dibandingkan dengan
perusahaan-perusahaan yang lainnya, yaitu masa kerja atau operasinya
yang membutuhkan waktu lebih dari satu periode akuntansi.
Pengakuan pendapatan dari perusahaan konstruksi pun akan berbeda
dengan perusahaan lainnya yang normal,perusahaan yang masa
kerjanya selama kurang dari satu periode akuntansi. Permasalahan ini
disebabkan karena waktu penyelesaian proyek tidak selalu jatuh tempo
pada akhir periode, tergantung hasil dari perjanjian atau yang
tercantum didalam kontrak konstruksi yang telah disetujui. 2

Metode pengakuan pendapatan pada perusahaan konstruksi memiliki
peranan penting dalam kerangka akuntansi karena mempengaruhi secara
langsung laba rugi yang timbul akibat aktifitas perusahaan selama satu
periode tersebut. Bila ditelusuri lebih jauh, maka terdapat dua alternatif
metode akuntansiyang dapat digunakan perusahaan konstruksi untuk
mengakui pendapatan. Pertama, metode persentase penyelesaian (percentage
of completion method). Kedua, metode pemulihan biaya (cost recovery
method). Kedua metode ini memiliki perbedaan dalam mengakui pendapatan
dan laba kotor sebuah perusahaan. M etode persentase penyel esaian mengakuli
pendapatan dan laba kotornya adalah sesuai dengan kemajuan pekerjaan
perusahaan dalam menyelesaikan kontrak. Di sisi lain, metode pemulihan

biaya digunakan pada saat kriteria untuk menggunakan metode persentase

#Ibid
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penyelesaian tidak terpenuhi atau ketika ada bahaya yang melekat dalam

kontrak diluar normal .*

| bid

p1-ae:qn-A1031s0daJ VAVIIMYYS] (&
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. JenisPendlitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris. Pendlitian ini
dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Perlindungan
Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi di CV.
Karya Sgati Kabupaten Sampang. Penelitian ini juga dilakukan dengan
mengkagji dan menganadisis hambatan serta upaya pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang
konstruksi oleh CV. Karya Sgjati Kabupaten Sampang.
B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan
untuk mengkaji dan membahas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
pekerja anak yang bekerja di bidang konstruks CV. Karya Sedi
Kabupaten Sampang. Pendekatan yuridis sosiologis juga digunakan untuk
mengkaji dan membahas mengenai hambatan dan upaya pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang
konstruksi oleh CV. Karya Sgjati Kabupaten Sampang.
C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan diatas, maka
lokas yang dipilih untuk diteliti adalah CV. Karya Segjati Kabupaten

Sampang.
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Adapun dasar pertimbangan adal ah:

1) Banyaknya pekerja anak yang masih usia sekolah melakukan
pekerjaan pada bidang konstruksi di CV. Karya Sejati Kabupaten
Sampang.

2) Pada pekerja anak dibidang konstruksi banyak hak-hak anak yang
dilanggar.

D. Jenisdan Sumber Data

1. Jenis Data
Jenis data penelitian ini di bagi 2 (dua) yaitu: data primer dan data
sekunder

a. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari sumbernya dilapangan.
Dalam penelitian ini data primer didapat dari 1.) Pekerja Anak yang
bekerja pada bidang konstruksi, 2.) Disnakertrans untuk memperoleh
data dan informasi mengenai kebijakan tentang pekerja anak dan upaya

yang selama ini dilakukan dalam melindungi pekerja anak dalam
bidang konstruksi, 3.) Orang tua dan 4.) kontraktor untuk mengetahui
dan mendapatkan informasi mengenai kondisi pekerja anak.

b. Data Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat
memperkuat atau mendukung data primer berupa arsip-arsip tentang
pekerja anak dan dokumen yang berkaitan tema penelitian seperti:
laporan hasil pendlitian, literatur, monografi desa, kondis sosial
ekonomi, dan sosia budaya yang melingkupi pekerja anak dan

keluarganya yang bersumber dari CV. Karya Sgjati.
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2 Sumber Data

a) Data Primer, pada sumber data ini meliputi data yang diperoleh

b)

secara langsung dari penelitian lapangan di CV. Karya Sejati

Kabupaten Sampang.

Data Sekunder, untuk sumber data ini meliputi bahan-bahan

hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja

anak, yang terdiri atas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

UU No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO
(International  Labour  Organization) 182  mengenal
penghapusan pekerjaan terburuk untuk anak.

Undang-undang Nomor 13  Tahun 2003 tentang
K etenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
TenagaKerja

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja.

Kepmenaker N0.235 Tahun 2004 tentang Jenis Pekerjaan yang

Membahayakan K esehatan, Keselamatan, dan Mora Anak.



35

E. Populas dan Sampe

1. Populas
Populas dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja anak yang
bekerja di bidang konstruksi di CV. Karya Segati Kabupaten
Sampang yang berjumlah 5 orang. Serta Kontraktor CV. Karya
Sejati dan Dinas Tenagakerja ( Disnaker ) Kabupaten Sampang.

2. Sampel
Penelitian ini mengambil sampel dengan cara probability sampling
dimana sampel diambil dari beberapa wakil dari populasi dengan
asumsi bahwa sampel terpilih mencerminkan permasalahan yang
dikaji. Sampel terdiri atas 3 (tiga) pekerja anak yang bekerja pada
CV. Karya Sgjati Kabupaten Sampang yang cara pengambilannya
dilakukan secara acak. Dan Direktur CV. Karya Sejati serta Kepala
Dinas K etenagakerjaan Kabupaten Sampang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber di atas, digunakan

teknik pengumpulan data berupa:

1. Wawancara, dilakukan secara bebas dengan menggunakan
pedoman wawancara dan aat bantu rekam. Teknik ini dilakukan
agar dapat memperoleh data secara mendalam terkait dengan
rumusan masalah yang diambil oleh penulis. Wawancara dilakukan

terhadap 3 pekerja anak yang dijadikan sampel dan direktur
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perusahaan kontraktor CV. Karya Segjati Kabupaten Sampang serta

Kepala Dinas K etenagakerjaan Kabupaten Sampang.

2. Sudi Kepustakaan, pada studi ini dilakukan untuk mendapatkan
landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan
para ahli atau pihak-pihak lain yang kompeten; peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk memperoleh
informasi baik dalam ketentuan forma maupun data melalui
naskah resmi yang ada.

G. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis
secara analitis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memperhatikan data
primer dan sekunder hasil penelitian kemudian dikelompokkan,
dihubungkan, dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan
dengan praktik mempekerjakan anak.

Dari hasil anadlisis tersebut dapat diketahui  sumber
permasal ahannya yang bisa menimbulkan praktik tersebut, sehingga dapat
diusulkan cara-cara untuk menghapuskan atau meminimalisasikan praktik
dalam bentuk ini.

H. Definisi Operasional

1. Pekerjaanak
Pekerja anak adalah bagian dari anak. Pekerja anak adalah setiap
orang yang berumur di bawah delapan belas tahun yang bekerja

dengan menerima upah atau imbalam dalam bentuk lain (Pasal 1
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angka 3 juncto pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003)%.

2. hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan, terjadi
setelah diadakan perjanjian oleh buruh dan majikan, dimana buruh
menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan
menerima upah, dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya
untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.** Asi
Wijayanti menyebutkan bahwa hubungan kerja adalah suatu
hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subyek hukum
mengenai suatu pekerjaan. Subyek hukum yang melakukan
hubungan kerja adalah pengusaha/lpemberi kerja dengan
pekerja/lburuh. Hubungan kerja adalah inti dari hubungan
insutrial .

3. Perusahaan kontruksi
Perusahaan konstruksi adalah perusahaan yang bergerak dibidang
pembangunan dimana pekerjaan mereka secara umum adalah
membangun, membuat, memperbaiki, atau memugar suatu
bangunan atau barang yang tidak bergerak lainnya, baik untuk
kepentingan sendiri ataupun kepentingan pihak lain,dengan atau

tanpa perjanjian tertulis. Pekerjaan konstruks ini atas

*! Abdul Rachmad Budiono, Hukum Pekerja Anak, Universitas Negeri Malang (UM PRESS),
Malang, 2008, hal 36.

% Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori, Ghalia
Indonesia, Bogor, 2010, hal 43.

¥ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal
36.



38

kepentingansendiri atau suruhan pihak lain dengan perjanjian
tertulis, atau bisa disebut dengan Kontrak Konstruksi.**

4. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon
berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda
berbunyi, ’rechstbercherming van de burges tegen de overhead”, dan
dalam kepustakaan bahasa Inggris, ““legal protection of the individual in
relation to acts of administrative authorithy”.* Sehingga perlindungan
hukum selalu berhubungan erat dengan adanya kekuasaan pemerintah
dan permasalahan perlindungan hukum bagi yang rakyat (yang

diperintah).

 www.iapi.or.id/member_area/PL K/Industri%20K onstruksi.pdf diakses 11 April 2013.

® philipus M Hadjon, Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia (Sebuah Studi tentang
Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan
Pembentukan Peradilan Adminstrasi, Peradaban, Surabaya, 2007, hal. 1. Kutipan dari Skripsi
M.Nico Diemoz P.D.M, Pelaksnaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
yang Berasal dari Jawa Timur Dalam Otonomi Daerah,hal .13.
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum L okas Penelitian

1. Sgarah Perusahaan

Perusahaan ini didirikan pada hari senin tanggal 7 September 1992
dengan akta notaris No 176 oleh tuan Haji Abdullah dan tuan Abdul
Rido yang bertempat tinggal di kampung tengah, desa Bunten Timur,
Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Perseroan ini bernama
Perseroan Komanditer CV. Karya Sgati berkedudukan di Sampang
Madura dan berkantor pusat untuk pertama kalinya di desa Bunten
Timur, Kecamatan Ketapang, dengan cabang-cabang dan/atau
perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh
persero pengurus™.

Sekitar tahun 1990 an terjadi jua beli antara bapak Sukamto dan
Musleh dengan bapak Hagji Abdullah dan Abdul Rido tentang
pembelian CV. Karya Segjati. Dan Pada tanggal 1 Desember 1994
terjadi pergantian pengurus CV. Karya Sgjati digantikan oleh Sukamto
dan Musleh yang berdasarkan akta notaris no 1 tentang pernyataan
masuk dan keluar sebagal persero dan perubahan anggaran dasar
perseroan komaniter CV.Karya Sejati. Dengan salah satu klausul

bahwa dengan telah masuk dan diterimanya tuan Sukamto dan Musleh

% Diakses dari Dokumen perusahaan tentang akta pendirian CV. Karya Sejati K abupaten

Sampang.
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sebagal persero-persero dalam perseroan, makatuan Haji Abdullah dan

tuan Abdul Rido menyatakan mengundurkan diri dan dan keluar

sebagal persero-persero dalam perseroan. Dan sekarang berkedudukan

di jalan Imam Ghazali no 68 Sampang, Madura®’.

Nama lembaga tempat dilakukan penelitian skripsi yaitu CV.
Karya Sgjati. Lembaga ini merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang kontruksi dan kedudukannya berada dibawah DPK ASKINDO
Kabupaten Sampang yang beralamatkan di jalan Imam Ghozali No 68
Kecamatan Sampang. Dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja
di bidang konstruksi.

Maksud dan Tujuan Perusahaan

Maksud dan tujuan perseroan komanditer ini ialah mengusahakan

(berusaha dibidang)®:

a. Pemborongan berbagai jenis bangunan gedung-gedung, pengairan,
jalan dan jembatan;

b. Perdagangan umum (lokal, interinsulair, ekspor dan impor) baik
untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak (orang)
lain secara komisi (bertindak secara komisioner, leveransir,
agen/perwakilan, grossir, dan distributor/penyalur);

c. Leveransir bahan-bahan bangunan;

d. Jasatransportas dan jasalainnya;

3" Diakses dari Dokumen perusahaan tentang akta pendirian CV. Karya Sejati Kabupaten

Sampang.
* |bid
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Y ang kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dengan tidak
mengurangi ijin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat  yang
berwenang, bila diperlukan.
3. Struktur Organisasi Perusahaan™
STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN CV. KARYA

SEJATI KABUPATEN SAMPANG

DIREKTUR
SUKAMTO

SEKRETARIS BENDAHARA

SUNARTO NANIK QOMARI

PIMPINAN TEHNIK

MUTHER
BAGIAN UMUM ADMINISTRASI
SUDIRMAN ROANDY
MANDOR
HAMIM

Sumber : Dokumen Perusahaan Tentang Struktur Organisasi.

39 . .
Lembaran Dokumen Perusahaan di lampiran.
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Keterangan:
a. Direktur
1) Sebaga pimpinan tertinggi bertanggung jawab penuh
dengan kegiatan sehari-hari, mengkordinas dan segaa
pel aksanaan dari kegiatan perusahaan.
2) Mempertanggungjawabkan semua kewajiban seperti laba,
rugi dan pengeluaran dari perusahaan.
b. Sekretaris
1) Membuat pembukuan perusahaan terkait masalah kegiatan
dari perusahaan.
2) Mencatat segala waktu kegiatan dari direktur.
c. Bendahara
1) Bertanggung jawab atas segala perputaran uang di
perusahan.
2) Meéakukan dan membuat laporan perhitungan pajak di
perusahaan.
d. Pimpinan Tehnik
1) Memimpin segala bentuk pekerjaan teknis di perusahaan.
2) Bertanggung jawab penuh kegiatan yang ada di lapang.
e. Bagian Umum
1) Melaksanakan Pengadaan fasilitas di perusahaan.
2) Menyiapkan perlengkapan kegiatan yang terdapat di

perusahaan.
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Administras

1) Menjaga dan mengupdate informasi.

2) Meéeakukan surat menyurat di perusahaan.

Mandor

1) Pelaksanateknisdi lapangan.

2) Merekrut pekerjadi perusahaan.

4. Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia)

43

Tabel 1
Daftar Pekerja
No Nama Pekerja Jabatan Umur
1 | Sukamto Direktur 46 Tahun
2 | Sunarto Sekertaris 39 Tahun
3 | Nanik Qomari Bendahara 38 Tahun
4 | Muther Pimpinan Teknik 41 Tahun
5 | Sudirman Bagian Umum 32 Tahun
6 | Roandi Administrasi 28 Tahun
7 | Hamim Mandor 30 Tahun
8 | Mudeh Kepaa Tukang 58 Tahun
9 | Fodali Tukang 45 Tahun
10 | Zahri Tukang 40 Tahun
11 | Mohdi Tukang 36 Tahun
12 | Heri Tukang 35 Tahun
13 | Lukman Pembantu 33 Tahun
14 | Tui Pembantu 40 Tahun
15 | Taufik Pembantu 35 Tahun
16 | Samsuri Pembantu 35 Tahun
17 | Yusub Pembantu 30 Tahun
18 | Yani Pembantu 17 Tahun
19 | Lasim Pembantu 16 Tahun
20 | Abd.Somad Pembantu 16 Tahun
21 | Sefi Pembantu 17 Tahun
22 | Ainun Pembantu 17 Tahun

Sumber : Data primer diolah menjadi data sekunder.
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Keterangan:

Hubungan antara Direktur dengan kepengurusan yang lain yaitu
sifatnya instruks sedangkan kepengurusan di bawahnya bersifat
kordinasi. Hubungan antara mandor dengan kepala tukang yaitu
pemberi kerja dengan melakukan perjanjian kerja secara lisan. Dan
kepala tukang yang mencarikan para pekerja seperti tukang dan para
pembantunya®.

Sistem Perekrutan

Sistem perekrutan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu perusahaan
mendapatkan pekerjaan di bidang konstruksi dari pemerintah daerah
Kabupaten Sampang dengan besaran kontrak yang telah disepakati.
Perusahaan membutuhkan orang yang berjumlah 20 orang. Maka
perusahaan menyuruh mandor untuk merekrut tukang/pekerja. Tukang
yang direkrut ada yang membawa anaknya untuk bekerja. Sedangkan
pekerja anak yang lain perusahaan merekrut karena pekerja anak
meminta pekerjaan dan mandor merasa kasihan. Pekerjaan yang
dilakukan adalah pekerjaan waktu tertentu (PKWT) vyaitu selesa

dalam 8 bulan™.

* Wawancara dengan Sukamto Direktur CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang tanggal
2Februari 2013.

“bid.
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B. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang

bekerjadi CV. Karya Sgati.

1. Pemenuhan persyaratan pasal 69 ayat 2 Undang-undang No.13
Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan.
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada sampel di dua
proyek yang dikelola oleh CV. Karya Sgati Kabupaten Sampang
sebagal berikut:
a. lzintertulisdari orangtua atau wali

Untuk mengetahui perjanjian kerja yang dilakukan oleh CV.
Karya Sgjati penulis berpedoman pada pasal 69 ayat 2 huruf a
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan yaitu:
|zin tertulis dari orang tua atau wali.

Mustofa  mendukung anaknya untuk bekerja di bidang
konstruks karena anaknya sudah tidak bisa melanjutkan jenjang
pendidikan serta keinginan anak itu sendiri untuk ikut bekerja
dengan orang tuanya untuk membantu ekonomi keluarga™.

Dari hasil wawancara diatas pada dasarnya pengusaha tidak
merekrut pekerja anak sebagal pekerja tetapi karena faktor
ekonomi dan budaya di sekitar yang mempengaruhi pekerja anak
untuk melakukan pekerjaan di bidang konstruksi. Seperti kutipan

wawancara dengan pekerja anak yang bernama Y ani,

2 Wawancara dengan Mustofa Orang tua dari pekerja anak Y ani tanggal 2 Februari 2013.
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Saya bekerja di perusahaan CV. Karya Sejati merupakan
keinginan sendiri karena tidak bisa melanjutkan sekolah dan ingin
mendapatkan uang sendiri”*.

Sedangkan pekerja anak yang bekerja di perusahaan yang
tidak bersama dengan orang tuanya perusahaan tidak memintaizin
tertulis kepada orang tuanya karena pekerja anak tersebut
melakukan pekerjaan merupakan dorongan dari orang tuanya
sendiri karena tidak bisa melanjutkan sekolahnya dari pada tidak
ada kerjaan dirumah pekerja anak memilih bekerja untuk
mendapatkan uang sehingga tidak perlu izin tertulis dari orang tua
dan pekerja anak yang masih sekolah mereka melakukan pekerjaan
untuk mengis waktu luang hari libur minggu untuk bisa
menambah uang jajannya karena faktor ekonomi dari keluarganya
dan orang tuanya mengizinkan sehingga perusahaan tidak perlu
meminta izin tertulis orang tua karena pekerja anak keinginan
sendiri untuk bekerja. Maka menurut perusahaan meminta izin
dari orang tuatidak perlu dilakukan untuk mempekerjakan pekerja
anak karena menurut perusahaan yang meminta pekerja anak untuk
mbekerja karena keinginan pekerja anak sendiri dan dorongan dari
orang tua dan itu tidak terlepas dari fakto ekonomi.**

Dari hasil diatas bahwa pihak perusahaan tidak meminta

izin tertulis dari orang tua atau wali. Pihak perusahaan tidak

43 Wawancara dengan Lazim pekerja anak di CV. Karya Sejati tanggal 3 Februari 2013.
* Wawancara dengan Mandor pekerjaanak di CV. Karya Sejati tanggal 3 Februari 2013.
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memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan anak yang sesual
dengan pasal 69 ayat 2 huruf a.
. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
Untuk mengetahui perjanjian kerja yang dilakukan oleh CV.
Karya Sgati penulis berpedoman pada pasal 69 ayat 2 huruf b
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan yaitu:
Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.
Sukamto menjelaskan bahwa pekerja anak yang bekerja di
perusahaan merupakan keinginan mereka sendiri dan dorongan
dari orang tua karena faktor ekonomi untuk membantu ekonomi
keluarganya dan faktor kebudayaan yang berkeinginan memegang
dan mendapatkan uang sendiri untuk melangsungkan kehidupan.
Di dalam perusahaan terdapat seorang pekerja anak yang bekerja
dengan orang tuanya. Dan perusahaan mempekerjakan pekerja
anak yang bekerja di perusahaan itu bukan merupakan perekrutan
dari perusahaan melainkan orang tuanya yang bekerja di
perusahaan dan membawa anaknya untuk membantu dan itu tidak
menguntungkan sama sekali ke perusahaan. tetapi karena
perusahaan merasa kasihan dengan keadaan keluarganya maka
perusahaan memperbolehkan untuk bekerja dan pekerja anak
tersebut di perlakukan sama dengan pekerja yang lain. Jadi secara
tidak langsung pekerja anak perjanjian kerja antara orang tua dan

pengusaha sudah terwakilkan oleh orang tuanya. Sedangkan
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pekerja anak yang lain dan yang masih sekolah perjanjian kerjanya
langsung kepada anak itu sendiri tetapi secara lisan bukan tulisan
dengan menjelaskan apa yang menjadi pekerjaan dari pekerja anak.
dan pada akhirnya perusahaan karena merasa kasihan pekerja anak
tersebut bekerjadi perusahaan *°.

Dari hasil diatas bahwa pihak perusahaan melakukan
perjanjian kerja dengan pekerja anak secara lisan. Pihak
perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan
anak yang sesual dengan pasal 69 ayat 2 huruf b.

Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam

Untuk lebih terlindunginya perkembangan anak secara
teratur maka diperlukannya pembatasan waktu terhadap pekerja
anak yang bekerja di CV. Karya Sgjati karena anak memerlukan
aktifitas lain seperti bermain, waktu sekolah, belgjar sertaistrahat.

Untuk mengetahui waktu kerja yang diberlakukan oleh CV.
Karya Segjati Kabupaten Sampang, penulis berpedoman pada pasal
69 ayat 2 huruf ¢ Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagal berikut: Anak sebaiknya boleh bekerja
selama 3 jam sehari, dengan pengaturan 1,5 jam kerja, %2 jam
istirahat, dan 1 jam kerja;

“Saya sekarang tidak sekolah lagi, karena faktor ekonomi

keluarga yang lemah serta keinginan saya sendiri untuk bekerja
bersama orang tua di proyek pembangunan CV. Karya Sgjati. Saya

> Wawancara dengan Sukamto Direktur CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang tanggal 2

Februari 2013.
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beke’:,rzj;g mulai dari jam 07.00 s/d 16.00 dan beristirahat selama 1
Jam“Sa.lya masih sekolah kelas 2 SMP dan melakukan pekerjaan di
proyek pembangunan pada hari libur yaitu minggu saja. Dan
bekerja dari jam 07.00 s/d 16.00. Saya bekerja bersama dengan
orang tua karena saya yang meminta sendiri kepada orang tua
untuk bekerja mengisi waktu liburan™*’.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa CV.
Karya Sejati tidak memperhatikan perkembangan, kesehatan,
mental pada pekerja anak. Hal ini terbukti lamanya pekerja anak
bekerjadi CV. Karya Sejati dalam sehari yaitu mulai jam 07.00 s/d
16.30. Seharusnya para pekerja anak diberikan waktu yang sesuai
dengan amanat Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan serta hak-hak anak itu sendiri mengingat tubuh
dan mental dari anak itu sangat lemah dan dapat menghambat
tumbuh kembangnya dari pekerja anak. Pekerja anak diberi waktu
bekerja sama seperti orang dewasa pada umumnya maka dalam hal
ini CV. Karya Sgjati melanggar pasal 69 ayat 2 huruf ¢ dan d
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
mengenai waktu bekerja bagi pekerja anak. Penulis menemukan
pelanggaran itu disebabkan karena faktor ketidaktahuan kontraktor
terhadap perlindungan hukum dan hak-hak dari pekerja anak.

Pekerja anak yang ada di perusahaan itu dibawa oleh orang
tuanya untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan pekerja anak yang

lain itu meminta sendiri ke perusahaan untuk mendapatkan

* Wawancara dengan Y ani pekerjaanak di CV. Karya Sejati tanggal 3 Februari 2013.
4" Wawancara dengan Somad pekerjaanak di CV. Karya Sejati tanggal 3 Februari 2013.
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pekerjaan agar mereka mempunyai uang sendiri. Tetapi perusahaan
tidak sembarangan untuk mempekerjakan anak karena perusahaan
juga melihat fisik anak yang bisa dipekerjakan®®. Dan faktor
ekonomi juga mempengaruhi anak menjalankan pekerjaan sebagai
pekerja anak di CV. Karya Sgati guna membantu ekonomi
keluarganya serta keinginan anak itu sendiri untuk belajar mencari
uang. Dengan pertimbangan seperti itu CV. Karya Sgdi

mempekerjakan mereka.

. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu

sekolah

Untuk mengetahui pekerjaan terhadap pekerja anak yang
dilakukan oleh CV. Karya Sgjati penulis berpedoman pada pasal 69
ayat 2 huruf d Undang-undang No0.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yaitu: Dilakukan pada siang hari dan tidak
mengganggu waktu sekol ah.

Perusahaan mempekerjakan pekerja anak dari pagi jam
07.00 ¢/d 16.00 sama seperti pekerja pada umumya karena semua
pekerja anak yang bekerja di perusahaan sudah tidak melanjutkan
sekolah. Sedangkan pekerja anak yang masih sekolah bekerja hari

minggu jadi tidak mengganggu waktu sekolah. Jadi dengan kondisi

“8 Wawancara dengan Sukamto Direktur CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang tanggal

2Februari 2013.
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diatas perusahaan sudah mengalankan sistem waktu pekerjaan
yang sudah sesuai.*

Dari hasil wawancara diatas bahwa pihak perusahaan tidak
mempekerjakan pekerja anak pada siang hari dan tidak
mengganggu waktu sekolah. Karena pekerja anak yang terdapat
diperusshaan sudah tidak sekolah. Pihak perusahaan tidak
memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan anak yang sesual
dengan pasal 69 ayat 2 huruf d.

e. Kesdamatan dan kesehatan kerja

Untuk mengetahui jaminan kecelakaan dan kesehatan kerja
oleh CV. Karya Sgjati penulis berpedoman jaminan sosial dalam
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
K eselamatan Kerja.

Jaminan sosia yang ada pada CV. Karya Seati yaitu
Jaminan kecelakaan dan kematian. Jaminan tersebut itu diberikan
ketika ada pekerja yang mengalami kecelakaan. Semua pekerja
yang bekerjadi perusahaan tidak memakai perlengkapan kerja.*

Berdasarkan pasal 69 ayat 2 huruf e Undang-undang No.13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya yang mengatur
tentang keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan kontraktor

CV. Kaya Sqati dapat dikatakan kurang melindungi dan

* Wawancara dengan Mandor Hamim tanggal 3 Februari 2013.

*% Wawancara dengan Mustofa tanggal 3 Februari 2013.
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melanggar jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja anak.
Karena dalam hal ini CV. Karya Sgjati tidak memenuhi peraturan
tentang pekerja anak yang telah diamanatkan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Jaminan
Kesehatan bagi pekerja anak. dan Pasal 6 huruf d Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosiad yaitu jaminan
pemeliharaan kesehatan. Serta Pasal 12 huruf b Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu memakai
adat-alat perlindungan diri yang diwgibkan Serta tidak
terpenuhinya perlindungan seperti yang diamanatkan Pasal 8
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
yaitu Setigp anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan
jaminan sosia sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan
sosial.
Adanya hubungan kerjayang jelas

Untuk mengetahui hubungan kerja terhadap pekerja anak
yang dilakukan oleh CV. Karya Sgjati penulis berpedoman pada
pasal 69 ayat 2 huruf f Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang
K etenagakerjaan yaitu: Adanya hubungan kerjayang jelas.

Hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan terhadap

pekerja anak yaitu hubungan pekerja anak dengan mandor dimana
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mandor tersebut yang memberikan perintah kepada pekerja anak
dan tetapi upah yang diberikan langsung dari mandor.>*

Dari hasil diatas bahwa pekerja anak yang ada di
perusahaan hubungan kerjanya dapat dikatakan sudah jelas
sehingga nantinya berdampak pada terpenuhinya hak-hak pekerja
anak.

Pengupahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 responden pekerja
anak menyatakan bahwa mereka mendapatkan upah terhitung dari
mereka bekerja serta upah yang diterima sebesar Rp.45.000 per
hari jam kerja dari 07.00 §/d 16.00 dan UMR Kabupaten Sampang
sebesar Rp.1.104.600. Cara pemberian upah terhadap pekerja anak
dari mandor turun kepaa tukang dan langsung diberikan kepada
pekerja anak®. Serta CV. Karya Sejati kabupaten Sampang
pengupahannya berdasarkan upah harian. Maka dari hasil
wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa sistem pengupahan CV.
Karya Sgjati Kabupaten Sampang terhadap pekerja anak melanggar
Pasal 78 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  yaitu pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/lburuh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 waib membayar upah lembur. Karena perusahaan

mempekerjakan buruh melebihi ketentuan Pasal 77 ayat 2 huruf a

*! Wawancara dengan Mandor Hamim tanggal 3 Februari 2013.
2 \Wawancara dengan mandor Hamim CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang tanggal

2Februari 2013.
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
yaitu selama 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh
delapan) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (hari) kerja dalam 1 (satu)
minggu maka seharusnya pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah lembur.
Dan Pasa 11 huruf a Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/V1/2004
tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur yaitu untuk
jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu
setengah) kali upah sgjam dan untuk setigp jam kerja lembur
berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sgam.
Maka kalau dihitung sesua dengan upah lembur upah yang
seharusnya diterima oleh pekerja anak sebesar Rp.67.750 satu hari
dan dalam satu bulan sebesar Rp.1.693.750.
2. Peneragpan pasal 74 UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dalam jeniskerja sebagai tukang bangunan.
Pada prinsipnya anak tidak boleh untuk bekerja karena
seharusnya anak bisa tumbuh kembang dan berhak memperoleh hak
untuk bermain, belgjar dan mampu untuk menjadi generasi penerus
bangsa. Dan dalam pasal 68 UU no 13 tahun 2003 juga mengatur
bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
Pada kenyataannya ada perusahaan khususnya yang bergerak

dibidang konstruksi memakal jasa anak untuk melakukan pekerjaan
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yang diperoleh oleh pihak kontraktor. Dalam satu tahun perusahaan
mendapatkan proyek pembangunan di bidang konstruksi dua kali dan
mempekerjakan anak dengan jumlah sebanyak 5 Orang dari 12 dengan
usia 15 sampai 17 tahun®®,

Sedangkan pekerjaan di bidang konstruksi dapat dikategorikan
dalan pekerjaan terburuk bagi anak karena pekerjaan tersebut
tergolong berbahaya, terhambatnya perkembangan fisik, psikis dan
sosial. Maka di dalam pasa 74 UU No 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan mengatur tentang pekerjaan yang terburuk bagi anak
yaitu >*

a. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada
pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

b. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1)
meliputi:

1) Segalapekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau
menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi,
pertunjukan porno, atau perjudian;

3) Segada pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau
melibatkan anak untuk produks dan perdagangan minuman

keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

%3 Wawancara dengan Sukamto Direktur CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang tanggal
2Februari 2013.
> Undang-undang no 13 tahun 2003
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4) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan,
atau moral anak.

c. Jenisjenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan,
atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d
ditetapkan dengan keputusan menteri.

Pekerjaan di bidang konstruksi dapat di kategorikan dalam
pasal 74 ayat 2 d yaitu pekerjaan yang membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak. Dan diatur dalam Keputusan Menteri no
235 tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan
kesehatan dan keselamatan anak atau moral anak yaitu:

a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan
peralatan  lainnya meliputi  :  Pekerjaan  pembuatan,
perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan:

1) Mesin-mesin
a) Mesin perkakas seperti: mesin bor, mesin gerinda, mesin
potong, mesin bubut, mesin skrap;
b) Mesin produksi seperti: mesin rgut, mesin jahit, mesin
tenun, mesin pak, mesin pengisi botol.
2) Pesawat
a) Pesawat uap seperti: ketel uap, bejana uap;
b) Pesawat cairan panas seperti: pemanas air, pemanas oli;

c) Pesawat pendingi, pesawat pembangkit gas karbit;
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d) Pesawat angkat dan angkut seperti: keran angkat, pita
transport, ekskalator, gondola, forklift, loader;

e) Pesawat tebaga seperti: mesin diesel, turbin, motor bakar
gas, pesawat pembangkit listrik;

Alat berat seperti: traktor, pemecah batu, grader, pencampuran

aspal, mesin pancang;

Instalasi  seperti: instalasipipa bertekanan, instalasi listrik,

instalasi pemadam kebakaran, saluran listrik;

Peralatan lainnya seperti: tanur, dapur peleburan, lift, perancah;

Bgana tekan, botol baga, beana penimbun, beana

pengangkutan dan sejenisnya.

. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya

yang meliputi:

1. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik

a. Pekerjaan di bawah tanah, di bawah air, atau dalam ruangan
tertutup yang sempit dengan ventilas yang terbatas
(confined space) misalnya sumur, tangki;

b. Pekerjaan yang dilakukan pada tempat ketinggian lebih dari
2 meter;

1) Pekerjaan dengan menggunakan atau dalam
lingkungan yang terdapat listrik bertegangan di

atas 50 volt;
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2) Pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik
dan/atau gas,

3) Pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan suhu
dan kelembaban ekstrim atau kecepatan angin
yang tinggi;

4) Pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan tingkat
kebisingan atau getaran yang melebihi nilai
ambang batas (NAB);

5) Pekerjaan menangani, menyimpan, mengangkut
dan menggunakan bahan radioaktif;

6) Pekerjaan yang menghasilkan atau dalam
lingkungan kerja yang terdapat bahaya radiasi
mengion;

7) Pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan
kerjayang berdebu;

8) Pekerjaan yang dilakukan dan  dapat
menimbulkan bahaya listrik, kebakaran dan/atau
mengangkut pestisida.

2. Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia
a. Pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja
yang terdapat pajanan (exposure) bahan kimia

berbahaya;



59

b. Pekerjaan dalam  menangani,  menyimpan,
mengangkut dan menggunakan bahan-bahan kimia
yang bersifat toksik, eksplosif, mudah terbakar,
mudah menyala, oksidator, korosif, intatif,
karsinogenik, mutagenik, dan/atau teratogenik;

c. Pekerjaan yang menggunakan asbes

d. Pekerjaan  yang menangani, menyimpan,
menggunakan dan/atau mengangkut pestisida.

3. Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis

a. Pekerjaan yang terpgan dengan kuman, bakteri,
virus, fungsi, parasit dan sgenisnya, misanya
pekerjaan dalam lingkungan laboratorium klinik,
penyamakan kulit, pencucian getah/karet;

b. Pekerjaan di tempat pemotongan, pemrosesan dan
pengepakan daging hewan;

c. Pekerjaan yang dilakukan di perusahaan peternakan
seperti memerah susu, memberi makan ternak dan
membersihkan kandang;

d. Pekerjaan di dalam silo atau gudang penyimpanan
hasil-hasi| pertanian;

e. Pekerjaan penangkaran binatang buas.

c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya

tertentu:
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Pekerjaan konstruktif bangunan, jembatan, irigasi, atau
jaan.

Pekerjaan yang dilakukan dalam  perusahaan
pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan
bongkar muat.

Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual
beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan diatas 10 kg
untuk anak perempuan.

Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci.
Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas
pantai atau di perairan laut dalam.

Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan
terpencil.

Pekerjaan di kapal.

Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan
pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang
bekas.

Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00-06.00.

Dalan perusahaan CV. Karya Seati Kabupaten Sampang,

pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak yaitu bekerja di bidang

konstruks bangunan dan membantu tukang untuk menyediakan bahan

bangunan seperti mengangkat batu batu batu dan karung semen serta

mengaduk campuran semen. Pekerja anak yang bekerja di perusahaan
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waktu bekerjanya sama dengan orang dewasa yaitu dari jam 07.00 s/d
16.00>.

Dari pernyataan mandor diatas bahwa CV. Karya Sgjdi
Kabupaten Sampang sudah melanggar pasal 74 ayat 1 yaitu Siapapun
dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-
pekerjaan yang terburuk. Serta pasal 74 ayat 2 yang diatur dalam
keputusan menteri no 235 tahun 2003 tentang jenis-jenis pekerjaan
yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak atau moral
anak: yaitu huruf b pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan yang
berbahaya yang pekerjaannya mengandung bahaya fisik dalam angka 7
pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang berdebu. Dan
daam huruf c pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan
berbahaya angka 1 pekerjaan Konstruktif bangunan, jembatan, irigasi,
atau jalan dan angka 3 pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara
manual beban diatas 12 kg untuk laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak
perempuan.

C. Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap
Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruks CV. Karya Sejati.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak

yang bekerja di bidang konstrusi tidak terlepas dari hambatan yang terjadi

dalam proses perlindungan baik dari dalam perusahaan atau internal dan

*® Wawancara dengan mandor Hamim CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang tanggal
2Februari 2013.
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hambatan dari luar perusahaan atau eksternal. Hambatan-hambatan yang
terjadi di perusahaan CV. Karya Sejati seperti:
1. Hambatan dari Internal

a. Kontrak perjanjian kerja antara perusahaan dengan pihak Pemda
yang mensyratkan jumlah pekerja yang harus dipenuhi sehingga
perusahaan merekrut pekerja sesual jumlah kebutuhan yang
terdapat pada kontrak perjanjian sehingga tidak melihat pekerja
yang masi h tergolong anak.

b. Sumber Dya Manusia (SDM) yang ada pada perusahaan yang
minim pendidikannya sehingga tidak tahu akan perlindungan
hukum terhadap pekerja anak.

c. Pekerjaan di perusahaan dirasa cukup berat karena bergerak di
bidang konstruksi sehingga secara tidak langsung pekerja anak
yang bekerja melakukan pekerjaan berat.

2. Hambatan dari Eksternal

a. Tidak ada pengawasan dari pihak Disnaker yang menyebabkan
perusahaan tidak tahu dan kurang maksimalnya perlindungan
hukum terhadap pekerja anak.

b. Belum adatenaga pengawasan dalam dinasnaker.

c. Faktor budaya di lingkungan pekerja anak yang mengakibatkan
banyaknya pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi.

d. Keinginan anak yang bekerja merupakan hambatan bagi

perusahaan karena perusahaan tidak bisa menolak ketika anak
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meminta pekerjaan untuk membantu ekonomi orang tuanya serta
keinginan orang tua dari pekerja anak yang menginginkan anaknya

bekerja diperusahaan.

Upaya yang dilakukan di perusahaan CV. Karya sejati seperti:

1. Upayadari Internal

a

e.

Memberikan perlakuan khusus ketika bekerja sesuai dengan
kemampuan pekerja anak.

Memberikan jaminan dan kecelakaan kerja terhadap pekerja anak
yang bekerjadi CV. Karya Sgjati.

Memberikan sosialisasi dari perusahaan kepada pekerja anak yang
akan bekerja tentang pekerjaan di bidang konstruksi.

Memberikan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang ada di
perusahaan tentang perlindungan pekerja anak.

Merekrut jumlah pekerja yang secara sistematis.

2. Upaya dari Eksterna

a

b.

Program kerjatentang penanggulangan pekerja anak.

Memberikan sanksi terhadap pengusaha ketika melakukan
pelanggaran.

Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi dari Disnaker terhadap

para pengusaha tentang perlindungan pekerja anak.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan:

1. Pedaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di
bidang konstruksi di CV. Karya Sejati tidak ada karena persyaratan yang ada
dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
harus dipenuhi untuk mempekerjakan anak tidak memenuhi semuanya seperti
pihak perusahaan melakukan perjanjian kerja dengan pekerja anak secara
lisan. Pihak perusahaan tidak memenuhi persyaratan perjanjian kerja untuk
mempekerjakan anak yang sesuai dengan pasal 69 ayat 2 huruf a dan b, dan
pekerja anak bekerjadi CV. Karya Sgjati dalam sehari yaitu mulai jam 07.00
s/d 16.30. Seharusnya para pekerja anak diberikan waktu yang sesuai dengan
amanat Undang-undang. Serta hak-hak anak itu sendiri mengingat tubuh dan
mental dari anak itu sangat lemah dan dapat menghambat tumbuh
kembangnya dari pekerja anak. Pekerja anak diberi waktu bekerja sama seperti
orang dewasa pada umumnya maka dalam ha ini CV. Karya Sgati tidak
memenuhinya pasal 69 ayat 2 huruf ¢ dan d mengenai waktu bekerja bagi
pekerja anak serta perusahaan kontraktor CV. Karya Sejati dapat dikatakan
kurang melindungi dan melanggar jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja
anak. Karena dalam ha ini CV. Karya Segjati tidak memenuhi peraturan

tentang pekerja anak yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 13
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Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kesehatan bagi pekerja
anak. Dan tidak terpenuhinya perlindungan seperti yang diamanatkan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti kesehatan
dan sosia untuk tumbuh dan berkembang. Dan upah yang diberikan oleh CV.
Karya Segjati sebesarar Rp.45.000/hari dirasa melanggar sistem pengupahan
yang telah diamanatkan undang-undang. Dan yang terakhir bahwa CV. Karya
Segjati Kabupaten Sampang sudah melanggar pasal 74 ayat 1 yaitu Siapapun
dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang
terburuk. Serta pasal 74 ayat 2 yang diatur dalam keputusan menteri no 235
tahun 2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan
keselamatan anak atau moral anak: pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan
yang berbahaya yang pekerjaannya mengandung bahaya fisik seperti
pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang berdebu, pekerjaan
yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya seperti pekerjaan Konstruktif
bangunan, jembatan, irigasi, atau jalan dan pekerjaan mengangkat dan
mengangkut secara manua beban diatas 12 kg untuk laki-laki dan diatas 10 kg
untuk anak perempuan.

. Keinginan anak yang bekerja merupakan hambatan bagi perusahaan karena
perusahaan tidak bisa menolak ketika anak meminta pekerjaan  untuk
membantu ekonomi orang tuanya serta keinginan orang tua dari pekerja anak
yang menginginkan anaknya bekerja diperusshaan. Serta Tidak ada
pengawasan dari pihak Disnaker yang menyebabkan perusahaan tidak tahu

dan kurang maksimalnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Dan
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Faktor budaya di lingkungan pekerja anak yang mengakibatkan banyaknya

pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi. Pekerjaan di perusahaan

dirasa cukup berat karena bergerak di bidang konstruksi sehingga secara tidak

langsung pekerja anak yang bekerja melakukan pekerjaan berat. Pihak

perusahaan Memberikan perlakuan khusus ketika bekerja sesuai dengan

kemampuan pekerja anak. Memberikan jaminan dan kecelakaan kerja

terhadap pekerja anak yang bekerja di CV. Karya Sgati. Memberikan

sosialisasi kepada pekerja anak yang akan bekerja tentang pekerjaan di bidang

konstruksi.

B. Saran

Dari hasil pembahasan memunculkan rekomendasi yaitu:

1

Mengadakan sosialisas dari Disnaker terhadap terhadap masnyarakat akan
pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

Adanya kesatuan tentang perlindungan pekerja anak dengan cara
menyatukan peran pemerintah, masnyarakat, LSM, Orang tua, pengusaha
untuk mencegah banyaknya pekerja anak.

Meningkatkan pengawasan dari Disnaker terhadap perusahaan yang
mempekerjakan pekerja anak.

Memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar hak-
hak dari pekerja anak.

Memberikan sanks kepada orang tua yang tidak patuh terhadap hukum

tentang perlindungan anak yang bekerjadi bidang konstruksi.
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